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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen
pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan oleh pelaku usaha. Meskipun
Bank Indonesia telah menetapkan aturan yang melarang pelaku usaha
membebankan biaya tambahan pada transaksi QRIS, pelanggaran terhadap
kebijakan ini masih sering terjadi. Pelaku usaha memanfaatkan biaya tambahan
tersebut untuk menutupi biaya operasional yaitu MDR yang dikenakan oleh
Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field research) dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis-
normatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses pengecekan ulang, klasifikasi,
verifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun edukasi tentang ketentuan
biaya MDR telah diberikan kepada pelaku usaha, tingkat pemahaman dan
kepatuhan terhadap aturan tersebut masih kurang optimal. Selain itu, diperlukan
peningkatan transparansi agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait
biaya dalam transaksi QRIS. Pengenaan biaya tambahan tanpa informasi yang jelas
dan persetujuan konsumen dinilai melanggar prinsip keadilan yang menuntut
transparansi antara kedua pihak. Ketidakjelasan ini juga mengandung unsur
ketidakpastian atau gharar yang berpotensi merugikan konsumen. Dari perspektif
syariat Islam, keabsahan akad jual beli bergantung pada terpenuhinya unsur
kejelasan dalam setiap aspek transaksi; perpindahan kepemilikan tanpa akad sah
dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Biaya Tambahan, QRIS, MDR,
Syariat Islam



ABSTRACT

This study looks at legal protection for consumers who use QRIS and are charged
extra fees by businesses. Even though Bank Indonesia has made rules that clearly
forbid businesses from adding extra fees to QRIS payments, these rules are still
often broken. Many businesses add these fees to cover their operational costs paid
to Payment Service Providers (PJP).

This research was done through field studies with a qualitative approach
and a legal and practical analysis. Data was gathered through observation,
interviews, and reviewing documents, then processed by re-checking, classifying,
verifying, and analyzing.

The results show that, even though businesses have been informed about the
rules on MDR fees, their understanding and compliance are still low. More
transparency is also needed so that consumers receive clear information about fees
in QRIS transactions. Adding extra fees without clear information and consumer
agreement goes against fairness principles, which require transparency between
both parties. This lack of clarity also creates uncertainty, or gharar, which can
harm consumers. According to Islamic law, a sales contract must be clear in all
aspects of the transaction to be valid; transferring ownership without a valid
agreement is considered invalid under Islamic law.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Surcharge, QRIS, MDR, Islamic Law
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MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Qs. Al-Insyirah 6-8)
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penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu
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tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
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Kedua orang tua peneliti (Ayahanda Bahruddinsyah (Alm) dan Ibunda
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dengan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif  |tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
O Ta* T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha* H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha* Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)

Xi




D Ra‘ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta T te (dengan titik di
bawah)
L Za‘ /A zet (dengan titik di
bawah)
¢ _Ain 4 koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L _el
¢ Mim M _em
o Nun N _en
3 Waw w W
° Ha‘ H Ha
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s Hamzah _ Apostrof
< Ya‘ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
. e Ditulis muta’addidah
35 J=la
.l Ditulis ‘iddah
S
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
s Ditulis hikmah
i -
Ditulis ‘illah
e

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat

dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

s sl cul S

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fatkah kasrah

dan dammah ditulis t atau h.




bl A5 ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. = Fathah Ditulis a
2. — Kasrah Ditulis i
3. o Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis ditulis a
i) Istihsan

2. | Fathah + ya’ mati ditulis ditulis a
‘;u\ Unsa

3. | Kasrah + ya’ mati ditulis ditulis 1

sk al- ‘Alwant

4. | Dammah + wawu mati ditulis ditulis a

psle ‘Ultim

F. Vokal Rangkap

Xiv



1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ditulis
TS Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis
J# Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il Ditulis a’antum
S Ditulis u’iddat
A8 Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ol A Ditulis Al-Qur’an

skl Ditulis al-Qiyas

b.  Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

| (el)nya.

ALl Ditulis ar-Risalah
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o luaill Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Gl dal Ditulis Ahl ar-Rayi

T Jaf Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan teknologi finansial, berbagai inovasi sistem
pembayaran bermunculan. Inovasi ini menghadirkan babak baru dalam
perkembangan ekonomi, yaitu ekonomi digital.! Ekonomi digital
merupakan sebuah sistem ekonomi canggih yang memanfaatkan internet
dan teknologi digital.? Sistem ini baru dihadirkan dan berkaitan dengan
komponen virtual bisnis makro serta kegiatan bertransaksi timbal balik

dengan memanfaatkan internet sebagai alat bantu tukar.?
Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat akan mendorong
pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat inklusi keuangan suatu
negara.* Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan pembayaran

non-tunai dalam transaksi keuangan.® Bank Indonesia telah membangun

1 Shinta Laura Dewani et al., Pengantar Ekonomi Digital (Selat Media, 2024),
him. 107.

2 Annisa Romadhonia, Sukma Hidayatun Nahdliyin, and Miftakhul Janah, “Peran
Literasi Digital Bagi Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi
Elektronik Illegal,” Jurnal Hukum lus Publicum 5, no. 1 (2024): 10.

3 MF Carunia, “Industri Kreatif, Fintech, Dan UMKM Dalam Era Digital,”
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.

4 Daniela Gabor and Sally Brooks, “The Digital Revolution in Financial Inclusion:
International Development in the Fintech Era,” in Material Cultures of Financialisation
(Routledge, 2020), 69-82.

S Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, “Implementasi
Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di
Medan,” Jurnal Manajemen Bisnis 17, no. 2 (2020): 287-97.imp



ekosistem ekonomi keuangan digital yang tertuang dalam blueprint sistem
pembayaran Indonesia. Blueprint ini menjabarkan visi sistem pembayaran
Indonesia sebagai berikut: Pertama, menjadi infrastruktur yang cepat, aman,
dan murah, sesuai dengan kemajuan era digital. Kedua, memastikan aliran
uang dan barang yang tertata, terstandarisasi, dan terintegrasi secara
menyeluruh (end-to-end). Ketiga, menciptakan iklim regulasi yang
mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital.®

Saat ini, terdapat dua jenis sistem pembayaran yang populer: server-
based dan chip-based.” Masyarakat Indonesia semakin banyak
menggunakan sistem pembayaran server-based dalam kesehariannya.
Bentuk penerapan server-based yang populer saat ini adalah QR-Code, atau
Quick Response Code. Quick Response Code adalah kode matriks berbentuk
gambaran 2 (dua) dimensi yang memiliki komponen atau susunan yang
terdiri dari sisi pola persegi pada 3 (tiga) sisi (sisi kanan atas, Kiri atas, dan
kiri bawah), dan juga modul hitam berpola persegi, piksel, maupun titik
yang mampu menyiimpan data berupa karakter, simbol, dan alfanumerik.®

Bank Indonesia turut berinovasi dengan menghadirkan sistem pembayaran

®Bank Indonesia, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025,” Bank
Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital, Jakarta: Bank
Indonesia, 2019.

" M Adjie Pangestu Mt and I Made Sukresna, “Pengaruh Kualitas Pelayanan,
Persepsi Nilai, Dan Persepsi Kegunaan, Terhadap Minat Berkelanjutan Dengan Kepuasan
Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengguna Dompet Digital (e-Wallet)
OVO Di Kota Semarang),” Diponegoro Journal of Management 10, no. 1 (2021).

8 Qurotul Aini, Untung Rahardja, and Anggy Fatillah, “Penerapan QrCode
Sebagai Media Pelayanan Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native,” Sisfotenika
8, no. 1 (2018): 47.



berbasis QR-Code bernama QRIS (Quick Response Code for Indonesia
Standard). QRIS resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus
2019. Sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI), QRIS
bertujuan untuk mewujudkan inisiatif kedua Bank Indonesia, yaitu
pengembangan infrastruktur pembayaran ritel yang real-time, seamless, dan

tersedia 24/7 (setiap hari setiap waktu).®

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menghadirkan
kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi.’® Baik
sebagai pengguna maupun konsumen, QRIS dapat digunakan untuk
menyelesaikan transaksi dengan mudah dan cepat. Cukup dengan sekali tap
pada kode QR, pembayaran dapat dilakukan tanpa memerlukan uang tunai
atau kartu debit/kredit. Meskipun menawarkan kemudahan, QRIS masih
menyimpan beberapa kendala.!! Pertama, karena berbasis digital, QRIS
memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksi. Hal ini

menjadi kendala di wilayah dengan koneksi internet yang terbatas.? Kedua,

9 Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Analisis
Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam
Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital,” Acta Comitas: Jurnal Hukum
Kenotariatan 6, no. 03 (2021): 501.

10 Risma Arum Azzahroo and Sri Dwi Estiningrum, “Preferensi Mahasiswa
Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai
Teknologi Pembayaran,” Jurnal Manajemen Motivasi 17, no. 1 (2021): 10.

11 Endah Tri Wisudaningsih and Wagiatul Aqidah, “Analisis Pemanfaatan Qris
Dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan,” Jurnal Informatika
Ekonomi Bisnis, 2024, 330-36.

12 Sihaloho, Ramadani, and Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran
Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan.”



masih banyak tempat yang belum menyediakan alat untuk transaksi QRIS.
Hal ini menyebabkan program “sekali tap™ QRIS tidak dapat terlaksana
secara maksimal.’® Ketiga, terdapat potensi penipuan yang perlu
diwaspadai. Penggunaan QRIS dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak
bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, seperti penipuan berkedok
merchant QRIS palsu.* Selain kendala tersebut, biaya layanan juga
menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan QRIS. Biaya ini dapat
berupa biaya pembuatan QRIS dan biaya admin atau settlement. Bagi
beberapa pedagang UMKM, biaya ini terasa memberatkan dan dapat
mengurangi minat mereka untuk menggunakan QRIS®. Bank Indonesia
memahami hal ini dan menekankan bahwa tarif yang rendah diberikan
sebagai bentuk keberpihakan Bl kepada pelaku usaha UMKM. Diharapkan
dengan tarif yang rendah, UMKM dapat lebih mudah mengadopsi QRIS dan

merasakan manfaatnya dalam meningkatkan bisnis mereka.*®

13 Rina Anasti Nasution, “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris
Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan,” 2020.

14 Sunjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam
Transaksi Pembayaran,” 2023.

15 Aini, Rahardja, and Fatillah, “Penerapan QrCode Sebagai Media Pelayanan
Untuk Absensi Pada Website Berbasis Php Native.”

16 Ana Sriekaningsih, QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0 (Penerbit
Andi, 2020).



Masalah biaya layanan tersebut, menjadi sebuah permasalahan yang
sering ditemukan pada saat ini.!” Pada aturan Pasal 52 ayat 1 Peraturan
Bank Indonesia (PBI) 23/6/PBI1/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
(PJP) yang menyatakan Bank Indonesia telah mengenakan biaya pajak
layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi penyedia
jasa pembayaran sebesar 0,3 persen mulai juli 2023. Biaya ini dikenal
sebagai Merchant Discount Rate (MDR) yang dibayarkan oleh pedagang
kepada penyedia jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank.'® Dan
para pedagang dilarang mengenakan biaya tambahan (surchange) kepada
pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran.®
Yang berarti semua pajak yang diminta oleh BI dikenakan pajak terhadap
para pelaku usaha. Namun terdapat golongan yang memiliki kategori
khusus yang tidak dikenakan MDR, seperti merchant terkait transaksi
government to people (pembayaran bantuan sosial) dan people to
government (pembayaran pajak, paspor, donasi sosial, termasuk tempat

ibadah). 2

17 Tia Afnani, “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code
Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan
Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang,” 2024.

18 Nabila Salwa Zahrani, “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang
Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard,” 2023.

19 Aziziah Nurrohmah Syatibi, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Makanan Dalam
Fitur Gofood (Studi Pengenaan Service Fee Pada Harga Menu),” 2020.

2 Pratini Ayu Aringga, “Implementasi Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) Dalam Pengembangan Financial Technology Di Bank Muamalat
Indonesia Padangsidimpuan,” 2023.



Belakangan ini, banyak konsumen yang resah saat melakukan
pembayaran menggunakan QRIS, karena adanya pajak atau biaya tambahan
dari setiap transaksi menggunakan QRIS, tambahan pembayaran ini
dilakukan sekehendak pelaku usaha.?* Terdapat kasus di Hymarra Store
sebuah toko pakaian wanita yang beralamat di jalan Timoho Yogyakarta,
melakukan penambahan biaya sebesar 1% setiap transaksi menggunakan
QRIS, dan juga kasus di Queenbab sebuah tempat makan yang melakukan

penambahan baya sebesar Rp.500 setiap transaksi menggunakan QRIS.

19.2907 ol ac @&

o
e HYNARRA BEAUTY
J1. Tischo NO.528 Papringan, Depo
N Sleman
"3 Kab. Sleman
6281320744908
No Nota  : CS/98/24@424/0149
Waktu : 24 Apr 24 19:28
Order : Widya
Kasir : Widya

1 NPURE CICA DARK SPOT § GR 1
Subtatal 1 Produk ARL
Total Tagihan N, 162
£oc 1
BCA - Bank Central Asia (BCA)

Total Bayar 1

fHarga Sudah Termasuk Pajak Senilai 7@¢

BARANG YANG SUDAM DIBELI T1DAX DAPA
o < Shar DIKEMBALT !

1nstagram:Hywdr i abeauty

Terbaysr

Gambar 1 : Bukti Pengenaan Biaya Tambahan

Seperti terlihat pada gambar bukti pembayaran yang menunjukkan
total pembayaran sebanyak Rp.71.811, sedangkan harga yang tercantum

pada struk belanja yang diberikan Hymarra Hijab Store hanya Rp.71.100.

2L Denny Suwondo, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer
Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2021).



Yang menunjukkan bahwa ada penambahan biaya sebesar 1% pada setiap
transaksi.

Fenomena ini terjadi dimulai saat mulainya ditetapkan kebijakan
biaya layanan sebesar 0,3% yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan
penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran untuk masyarakat, dan
kebijakan ini juga bagian dari peningkatan layanan untuk para pengguna
QRIS yang jumlahnya terus bertambah.??

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pelaku usaha yang
mengenakan biaya tambahan disetiap transaksi dapat merugikan konsumen
demi keuntungan pelaku usaha sendiri.?® Dan di dalam hukum ekonomi
syariah, perilaku gharar atau ketidakpastian dan ketidak jelasan dalam akad
dianggap sebagai dosa besar dan dilarang karena dianggap merugikan
masyarakat. Dan hal tersebut termasuk atas hak hak yang harus dijunjung
oleh para konsumen.?*

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai
konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan.?® Konsumen ditempatkan

ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada pihak

22 Riani Budiarsih and Hartono Sony, “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap
Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM Dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS,”
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) 6, no. 1 (2022): 38-46.

2 Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan
Konsumen,” Lex Privatum 1, no. 3 (2013).

24 Indra Sholeh Husni, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi:
Sebuah Kajian Konsepsional,” Islamic Economics Journal 6, no. 1 (2020): 57-74.

% Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di
Era Ekonomi Digital,” Kajian 25, no. 3 (2023): 197-216.



penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang
(merchant ).2® Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna QRIS menjadi
perhatian penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai
berbasis QRIS yang aman dan kondusif.?’

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan serta permasalahan di
atas yang mendasari penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN”

B. Rumusan Masalah
Bersumber pada apa yang menjadi latar belakang diatas, maka
pertanyaan yang diajukan diantaranya:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik
pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan
QRIS?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktk pengenaan biaya

tambahan saat melakukan transaksi menggunakan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan antara lain :

% Sunjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam
Transaksi Pembayaran.”

21 Askani Destianingsih, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian
Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” 2023.



1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
konsumen atas praktek pengenaan biaya tambahan saat melakukan
transaksi menggunakan QRIS.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek
pengenaan biaya tambahan saat melakukan transaksi menggunakan

QRIS.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a. Peneliti . memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait
perlindungan hukum konsumen atas pengenaan biaya tambahan
dalam transaksi QRIS.

b. Pembaca: memberikan informasi dan pemahaman mengenai
hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi QRIS, termasuk
terkait biaya tambahan.

c. Masyarakat : meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang
perlindungan hukum konsuumen dalam transaksi QRIS,
sehingga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan
transparan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa kajian

hukum terhadap aturan mengenai pengenaan biaya dalam

penggunaan QRIS, pemahaman yang lebih mendalam tentang
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hak hak konsumen terkait biaya tambahan saat menggunakan
QRIS, membantu akademisi dalam memprkaya pengetahuan dan
penelitian tentang perlindungan konsumen di era digital, dan
meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak hak mereka

sebagai konsumen dalam transaksi digital.

E. Telaah Pustaka
Kajian tentang perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS sudah
banyak dianalisis sebelumnya, karena transaksi digital ini membawa
pengaruh besar dalam sektor perekonomian di Indonesia,?® hal tersebut
banyak penelitian untuk mengkaji peraturan mengenai system pembayaran
digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi
pembayaran QRIS.

Beberapa penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna QRIS dikaji dadalam pendekatan normatif, misalnya penelitian
oleh Ida Bagus Gede Nirartha Manuba, Fatimatur Rohmah dan Muhammad
Nurdin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa celah
hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen
dalam transaksi QRIS seperti penggunaan QRIS dalam transaksi perdata

tunduk pada hukum perjanjian dan wanprestasi.?® Oleh karena itu, penting

2 Fitri Puspitaningrum, Sophie Cintya Kusumastuti, and Anik Rimbawati,
“Penggunaaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli Di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang
Surabaya,” vol. 2, 2023, 603-14.

2 Az Zahra Fatimah, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code
Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata Tinjauan Yuridis Penggunaan
Quick Response Indonesian Standars (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata,” 2023.
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bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam
transaksi QRIS agar terhindar dari kerugian. Oleh karena itu, perlu
dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan hukum
konsumen, seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan,
peningkatan edukasi dan literasi masyarakat, serta penegakan hukum yang
lebih tegas.®

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna QRIS cukup
banyak dikaji dalam pendekatan sosiologi hukum, karena QRIS sebagai
teknologi pembayaran digital yang baru muncul memiliki banyak implikasi
sosial dan hukum yang belum sepenuhnya dipahami, misalnya penelitian
yang diteliti oleh Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, Fatimah Azzahra dan
Ririn Dwi Astuti. Kajian ini meneliti aspek hukum perjanjian dan
perlindungan hukum bagi konsumen yang memanfaatkan QRIS dalam
transaksi nontunai. Pokok permasalahan ialah perlindungan hukum
terhadap konsumen apabila terjadi permasalahan hambatan kendala
dikarenakan tidak merata akses infrastruktur dan jaringan. Sehingga
menyebabkan Masyarakat yang tinggal di daerah dan kota kecil memiliki
tingkat literasi keuangan yang rendah, dan menimbulkan kejahatan beragam

yang memanfaatkan situasi tersebut.®!

%0 Nirartha Ida Bagus Gede, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Transaksi Digital Menggunakan QRIS (Studi Pada UMKM Di KOta Mataram),” 2022.

31 Sunjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pmebayaran Nontunai Dalam
Transaksi Pembayaran.”
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Kemajuan teknologi yang pesat pun terkadang menghadirkan
layanan sistem yang tidak optimal dan mengundang kejahatan. Seperti
penelitian yang dikaji oleh M Reivanut Tajuddin, Intan Nurhayati, Fajar Nur
Rohman, Dwi Ayu Lestari, Megawati dan Destianingsi, yang memiliki
pokok permasalahan perlindungan konsumen saat melakukan transaksi Qris
yang tidak tercapainya hak hak konsumen karena keterbatasan kemampuan
Masyarakat yang tidak terlalu memahami hal dasar dari penerapan transaksi
Qris yang mempunyai kelemahan dalam sistem teknis penggunaan dan tidak
biasanya pengguna membedakan antara QR Code yang asli atau palsu,
sehingga terjadi peningkatan ancaman cybercrime yang dapat mengurangi
kelancaran system pembayaran.®2

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun
mengindikasikan masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian
yang penyusun maksud adalah Transaksi Qris yang dikenakan biaya
tambahan kepada konsumen. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pelaku
usaha yang menambahkan biaya tambahan pada setiap transaksi yang
dilakukan konsumen yang tidak sesuai dengan aturan Pasal 52 ayat 1
Peraturan Bank Indonesia (PBI) 23/6/PBI/2021, tentang Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP) yang menyatakan Bank Indonesia telah mengenakan
biaya pajak layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

bagi penyedia jasa pembayaran sebesar 0,3%.

32 Destianingsih, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi
Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah.”
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F. Kerangka Teori
Kerangka teori bertindak sebagai peta yang memandu peneliti dalam menata
dan menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya, teori-teori
dihubungkan dengan temuan penelitian, membuka jalan bagi pemahaman
yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu.
Penyusun menggunakan tiga teori guna menganalisis permasalahan yang
ada di antaranya :

1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang paling
fundamental dalam memahami hakikat dan tujuan perlindungan
hukum.® Teori ini menjadi fondasi bagi teori-teori lain yang membahas
strategi dan mekanisme untuk mencapai perlindungan hukum yang
efektif termasuk perlindungan hukum konsumen.** Menurut Hadjon,
perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.®

Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua

3 Larry A Alexander, “Modern Equal Protection Theories: A Metatheoretical
Taxonomy and Critique,” Ohio St. LJ 42 (1981): 3.

3 Rusdin Tahir et al., METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu
Pendekatan Teori Dan Praktik (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), him.24.

% Erny Susanty, “Perlindungan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan
Terhadap Jurnalis Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” 2021.
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bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.
Perlindungan preventif memberikan kesempatan subjek hukum untuk
mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah definitif,
sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa.®’

Penerapan teori perlindungan hukum dalam analisis perlindungan
konsumen pada transaksi nontunai berbasis QRIS dapat dilakukan
dengan mengkaji regulasi yang mengatur transaksi tersebut.3 Analisis
ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut telah
memenuhi standar perlindungan konsumen, seperti hak atas informasi
yang benar, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan keselamatan,

dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian.*

Teori perlindungan hukum secara komprehensif, baik melalui upaya
preventif maupun represif, dapat menjadi solusi efektif dalam

melindungi konsumen pengguna QRIS dari pelanggaran hak oleh

% Zennia Almaida and Moch Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif
Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,”
Privat Law 9, no. 1 (2021): 218-26.

37 Syahrul Machmud, “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Y ustisial Penegakan
Hukum Administrasi Oleh Eksekutif,” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 7, no. 2
(2017): 62-77.

3 I Putu Rasmadi Arsha Putra and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Aspek
Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-
Code,” Kertha Wicaksana 16, no. 2 (2022): 99-107.

% Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen
Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan
Pelaku Usaha (Literature Review),” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6
(2021): 659-66.
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pelaku usaha.*® Dengan memastikan hak konsumen terjaga, transaksi
digital melalui QRIS dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan

terpercaya.*

Penulis akan menggunakan teori ini sebagai landasan untuk
menganalisis rumusan masalah nomor satu. Penulis dapat mengkaji
bagaimana undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dari
praktik-praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa akan
mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang biaya yang
dikenakan. Dan penulis dapat mengusulkan Langkah Langkah untuk
meningatkan  transparansi  informasi, memperkuat mekanisme
perlindungan konsumen, dan menambah literasi kepada pelaku usaha

mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Teori Keadilan

Keadilan bagaikan benang merah yang menghubungkan berbagai
peradaban dan budaya di sepanjang sejarah manusia.*’ Konsep
fundamental ini telah lama dikaji dan diperdebatkan oleh para filsuf dan

ahli hukum, melahirkan berbagai pemikiran dan teori yang berusaha

40 Zahry Vandawati Chumaida and MH SH, Penegakan Hak Konsumen Melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen
(Jakad Media Publishing, 2021).

41 Hadion Wijoyo et al., “Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal,”
Insan Cendekia Mandiri, 2020.

42 Handayani Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki, “Peranan Filsafat
Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” Jurnal Muara llmu Sosial, Humaniora, Dan Seni
2, no. 2 (2018): 720-25.
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mendefinisikan dan memahami makna keadilan yang sesungguhnya.®
Konsep ini juga tertanam kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi
Muhammad SAW, menjadi landasan bagi sistem hukum yang adil dan
berpihak pada kemashlahatan umat manusia.**

Pada masa Yunani Kuno Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan
pondasi awal bagi pemikiran tentang keadilan.*® Socrates menekankan
pentingnya pengetahuan diri dan kehidupan yang bermoral sebagai
kunci untuk mencapai keadilan.*® Plato dalam karyanya "Republik”,
menggambarkan masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan
distributif, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab
sesuai dengan kemampuannya.*’ Aristoteles, dalam "Nicomachean
Ethics”, mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan yang mengatur

hubungan antar individu dalam masyarakat.*3

4 Eugenius Sumaryono, Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat
Thomas Aquinas (PT Kanisius, 2002), 47.

4 MZ Husamuddin et al., “Keadilan Sebagai Magasid Al-Dariiriyyat Dalam
Kebutuhan Sosial Modern,” Indonesian Journal of Shariah and Justice 3, no. 2 (2023):
247-68.

4 Aloysius Germia Dinora and Sholahuddin Al-Ahmed, Logika Kritis Filsuf
Klasik: Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles (Anak Hebat Indonesia, 2020).

4 Leni Andariati, “Filsafat Politik Plato,” JRP (Jurnal Review Politik) 10, no. 1
(2020): 88-115.

47 Aloysius G Dinora, Aristoteles, Socrates & Plato: Biografi Filsuf Yunani Paling
Berpengaruh (Anak Hebat Indonesia, 2017).

“8 Iskandar Zulkarnain, “Teori Keadilan:‘Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles
Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih,””” Jurnal Madani: IImu Pengetahuan, Teknologi, Dan
Humaniora 1, no. 1 (2018): 143-66.
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Mulainya abad ke 20 John Rawls, dengan teorinya tentang "keadilan
sebagai kewajaran™, mengajak kita membayangkan masyarakat yang
adil sebagai skema kerjasama yang menguntungkan semua orang.*®
Prinsip-prinsip keadilannya, seperti prioritas bagi mereka yang paling
tidak beruntung, menjadi pengingat bahwa keadilan harus
memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Terdapat
beberapa bentuk perlindungan hukum, sebagai berikut :>
Pertama-tama, teori keadilan distributif menjadi relevan ketika kita
mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban dari sistem pembayaran
digital ini didistribusikan di antara konsumen. Seperti alokasi biaya
transaksi dan tanggung jawab atas penipuan atau kegagalan transaksi
mempengaruhi keadilan distribusi.*

Selanjutnya, teori keadilan prosedural menjadi penting dalam
menilai prosedur-prosedur yang terkait dengan QRIS.%? Keterbukaan,
partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengaturan dan pelaksanaan aturan
QRIS merupakan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk

memastikan bahwa prosedur yang terkait dengan transaksi dan

49 Alfensius Alwino, “Perkembangan Pemikiran John Rawls Tentang Keadilan,”
2014.

50 Morton Deutsch, “KEADILAN DAN KONFLIK,” Handbook Resolusi Konflik:
Teori Dan Praktek, 2016, 47.

5l Anita Rahmawaty, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan
Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” Equilibrium 1, no. 1 (2013): 1-17.

%2 Ade Gunawan, “Pengaruh Keadilan Distributif Dan Prosedural Penilaian
Kinerja Pada Kepuasan Karyawan BPR Syariah Di Yogyakarta,” Jurnal Manajemen
Dakwah (Jurnal MD) 3, no. 1 (2017): 51-64.
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penyelesaian masalah konsumen dijalankan dengan adil dan sesuai
dengan prinsip prinsip hukum islam.>
Keadilan interaksional ~ juga  menjadi relevan karena
mempertimbangkan bagaimana konsumen diperlakukan dalam
interaksi dengan penyedia layanan QRIS.>* Hal ini menekankan
pentingnya penghormatan, komunikasi yang jujur dan penyelesaian
konflik secara damai antara konsumen dan penyedia layanan QRIS.>®
Selanjutnya, keterkaitan dengan keadilan restoratif bisa dieksplorasi
dalam konteks penelitian ini. Mekanisme restoratif dapat digunakan
untuk menangani konflik antara konsumen dan penyedia layanan QRIS,
sehingga memungkinkan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang
terlibat.>® Pada hukum islam konsep Magasid al-Shari‘ah menekankan
pentingnya memperbaiki situasi yang rusak dan mengembalikan

keadilan bagi semua pihak yang terlibat.>’

% Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, “Good Corporate
Governance,” Hasil Reviewer, 2015, 1-158.

% | Wayan Gede Asmara, | Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari,
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import,” Jurnal
Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 120-24.

55 Ida Ayu Anggia Wedya Dewi and I Gde Adnyana Sudibya, “Pengaruh Keadilan
Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan,” 2016.

% PIRDAUS PIRDAUS, “Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Jambi Tahun
2014),” 2018.

5" Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, “Restoratif Justice Sebagai Perwujudan
Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Magashid Al-Syari’ah),” TAHKIM 19,
no. 2 (2023): 238-53.
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Terakhir, prinsip keadilan informasional dalam hukum Islam
menekankan pentingnya menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan
transparan kepada konsumen. Dalam konteks QRIS, hal ini melibatkan
penyediaan informasi yang memadai tentang cara kerja sistem, biaya-

biaya terkait, dan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.5®

Teori ini menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah
nomor dua. Tentang perlindungan konsumen pengguna QRIS atas
biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha. Teori keadilan
menjadi dasar bagi perlindungan konsumen dalam berbagai aspek,
termasuk dalam transaksi QRIS.*® Hal ini dapat membantu penulis
menganalisis apakah praktik penambahan biaya tambahan oleh pelaku
usaha dalam transaksi QRIS merupakan pelanggaran terhadap hak dan
kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen. Penulis dapat mengkaji
apakah konsumen telah diberikan informasi yang lengkap dan akurat
tentang biaya-biaya yang akan dikenakan, apakah mereka merasa aman
dan terlindungi dalam transaksi, dan apakah mereka diperlakukan

secara adil dan tidak diskriminatif.

% Wisnu Panggah Setiyono and Detak Prapanca, “Buku Ajar Financial
Technology,” Umsida Press, 2021, 1-195.

% Nicholas Alveroz Hutagaol, Fritie Rumimpunu, and Firdja Baftim,
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan
Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” Lex Privatum 11,
no. 4 (2023).
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Selain itu, penerapan teori keadilan akan memperkuat argumentasi
hukum dalam skripsi. Penulis dapat menunjukkan bagaimana keadilan
bagi konsumen dan pelaku usaha dilindungi oleh undang-undang dan
dijunjung tinggi dalam agama islam, bagaimana pelanggaran terhadap
hak-hak tersebut dapat ditindak dan juga membantu penulis
merumuskan solusi yang berpusat pada hak asasi manusia, solusi solusi
tersebut harus memastikan bahwa hak hak dasar konsumen terlindungi
dan bahwa mereka diperlukan dengan adil dan bermartabat dalam

transaksi QRIS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan
(field research) vyaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari
informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi
penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.®°
Ide penting dari jenis penelitian ini adalah di mana penulis langsung
mengamati fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Lokasi
penelitian yang dipilih adalah Hymarra Hijab Store, Queenbab,
Penyetan lbu Suradi dan Warung Kelontong di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penulis akan memaparkan situasi dan kondisi lokasi

penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

60 Rahmadi Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian,” 2011, him. 66.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk
menggambarkan objek tertentu secara menyeluruh dan sistematis.
Penulis akan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan objek
tersebut, termasuk fakta-fakta dan karakteristiknya, secara akurat dan
terperinci.%! Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.
Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini terletak pada penggambaran
suatu objek secara menyeluruh dan mendalam. Dari penggambaran
tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang
bersifat umum dan dapat diaplikasikan pada situasi yang lebih luas.®?
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis
menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu
oleh dua pihak.® Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara percakapan atau dialog secara langsung antara
pewawancara (penulis) dan informan.  Pewawancara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam

pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang

61 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi
Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Sosial 8, no. 8 (2021): 2463-78.

62 Sirajuddin Saleh, “Analisis Data Kualitatif,” 2017, him. 2.

83 Suwandi Basrowi, “Memahami Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Rineka Cipta
12, no. 1 (2008): 128-215.
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dibutuhkan kepada para pelaku usaha yang mengenakan biaya
tambahan.

b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-
unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam
objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan seksama dan
terencana untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif.®*
Peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi
langsung lokasi penelitian yaitu Toko Hijab Hymarra,
Queenbab.id, Penyetan Ibu Suradi dan Warung Kelontong.
Tujuannya adalah untuk melihat dan mengamati secara langsung
kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang
objek penelitian.

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-
dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian.®®
Dokumen-dokumen yang berupa hasil rekaman wawancara dan
foto bukti kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan

informasi yang bermanfaat.

6 Beni Ahmad Saebani, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2008.

8 Prio Utomo, Nova Asvio, and Fiki Prayogi, “Metode Penelitian Tindakan Kelas
(PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan,” Pubmedia
Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia 1, no. 4 (2024): 19-19.
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4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang
juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini
digunakan untuk melihat dan memahami realitas hukum dalam
masyarakat secara lebih mendalam. Sosiologi hukum tidak hanya fokus
pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum
dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi
hukum digunakan untuk melihat dan memahami bagaimana hukum
terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini
membantu peneliti untuk mengidentifikasi aspek hukum dalam
interaksi sosial, menjelaskan temuan bahan non hukum, dan
memperkuat analisis penelitian.®®

5. Sumber Data

Data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari
sumber utama, baik individu maupun lembaga.®” Dalam penelitian
ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua kelompok
informan:

1)  Pelaku Usaha : Pemilik atau karyawan Hymarra Hijab Store,

Queenbab.id, Warung Kelontong, dan Penyetan Ibu Suradi

8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021), him. 20.

67 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data
Sekunder (Sampel Halaman Gratis) (RajaGrafindo Persada, 2010), him. 11.
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yang terlibat langsung dalam penerapan biaya tambahan pada
transaksi QRIS.

2) Konsumen : Pelanggan sebanyak 3 orang yang pernah
melakukan transaksi menggunakan QRIS dan dikenakan biaya
tambahan.

b. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung
data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku,
majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang
diteliti pada penelitian ini.®® Sumber sekunder merupakan sumber
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau dokumen. Secara keseluruhan,
penggunaan sumber data sekunder dalam penelitian ini diharapkan
dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan valid, serta
meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.®

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama
proses pengumpulan data maupun setelah proses pengumpulan data
selesai. Peneliti sebelumnya telah menyelesaikan analisis tanggapan

wawancara pada saat wawancara. Jika tangggapan yang diperoleh

68 Martono, him. 11.

9 Martono, him. 1.
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setelah analisis tidak memadai, peneliti melanjutkan pertanyaan sampai
data yang dinilai dapat diandalkan dikumpulkan.”
Setelah data penelitian terkumpul, peneliti menggunakan metode
analisis deskriptif untuk mengolah dan menganalisis data. Metode ini
bertujuan untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara mendalam

dan sistematis.

. Sistematika Penulisan
Untuk Menyusun penelitian ini penulis membahas atau menguraikan
masalah-masalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen
pengguna QRIS atas pengenaan biaya tambahan ini ke dalam 5 bab. Adapun
sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang
menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta Dberisi
penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah
tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah,
serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah panduan
bagi penulis untuk merangkai penelitian ini, disamping itu berfungsi sebagai

jendela awal bagi para pembaca.

0 Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, “Metode Penelitian Komunikasi
(Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional),”
2021, him. 263.
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Bab Kedua menyajikan analisis mengenai perlindungan konsumen
berdasarkan perspektif Bank Indonesia serta Hukum Islam. Selain itu, bab
ini juga membahas akad jual beli, mekanisme Quick Response Code
Indonesian Standard, dan skema pengenaan biaya tambahan. Pembahasan
ini mencakup pula Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN MUI) terkait praktik pengenaan biaya tambahan tersebut.

Bab ketiga menyajikan analisis mengenai fenomena pengenaan
biaya tambahan dalam transaksi menggunakan QRIS di Indonesia, dengan
penekanan pada situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uraian dalam bab
ini mencakup berbagai praktik yang dilakukan oleh pedagang setempat yang
menerapkan biaya tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS.
Penulis juga menyertakan bukti dari wawancara dengan pedagang yang
bersangkutan untuk menggali alasan di balik pengenaan biaya tersebut, serta
reaksi dari konsumen yang pernah mengalami transaksi dengan biaya
tambahan. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak praktik biaya tambahan
ini terhadap pengalaman konsumen dalam sistem pembayaran digital.

Bab keempat, memaparkan analisis hasil penelitian secara detail dan
mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna
QRIS atas pengenaan biaya tambahan sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia dan Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, bab ini akan menyajikan kesimpulan

penelitian, menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, dan
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mengantarkan pembaca pada pemahaman yang lebih mendalam tentang
penelitian ini. Bab ini merangkum hasil penelitian yang telah dipaparkan di
bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kesimpulan dan saran pada bab

bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas maka peneliti menarik
beberapa Kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan :

1. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik semakin meluas
karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi jual beli.
Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang perlu ditangani,
terutama terkait praktik pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha
kepada konsumen. Bank Indonesia melalui Peraturan No. 23/6/PB1/2021
telah menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membebankan biaya
tambahan, yaitu Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen.
Tujuannya adalah agar biaya operasional sistem pembayaran elektronik
tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sayangnya, temuan lapangan
mengungkapkan bahwa masih ada pelaku usaha yang mengabaikan aturan
ini dengan memberlakukan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Praktik
ini dianggap merugikan konsumen karena mereka dibebani biaya yang

seharusnya tidak perlu ditanggung.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun edukasi tentang
ketentuan biaya MDR telah disampaikan kepada pelaku usaha oleh
Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan didukung oleh Asosiasi Sistem
Pembayaran Indonesia (ASPI), pemahaman serta kepatuhan terhadap

aturan tersebut masih kurang optimal. Untuk itu, penting untuk

128
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memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam memastikan
pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, transparansi juga
perlu ditingkatkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas
terkait biaya dalam transaksi QRIS. Upaya ini diharapkan dapat menjaga
integritas, keadilan, dan transparansi dalam sistem pembayaran QRIS,
sehingga konsumen merasa lebih terlindungi dan pelaku usaha dapat
menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai

dengan prinsip perlindungan konsumen.

. Pengenaan biaya tambahan (MDR) oleh pelaku usaha dalam transaksi
QRIS tidak sesuai dengan prinsip dasar akad jual beli dalam hukum Islam,
khususnya terkait keadilan, kejelasan, dan larangan gharar. Ketika biaya
tambahan dibebankan tanpa informasi yang jelas dan tanpa persetujuan
konsumen, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang
mensyaratkan transparansi antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini
juga memicu unsur ketidakpastian atau gharar yang dapat merugikan
konsumen. Dalam perspektif syariat Islam, keabsahan akad jual beli
bergantung pada terpenuhinya syarat kejelasan dalam setiap aspek
transaksi; perpindahan kepemilikan yang tidak didasari akad sah dianggap
tidak sah menurut hukum Islam.

Larangan biaya tambahan pada transaksi QRIS dirancang sebagai
perlindungan bagi konsumen dengan pendekatan maslahah mursalah, yang
bertujuan menjaga harta konsumen (hifz al-mal) dan menciptakan sistem

pembayaran yang transparan dan adil. Namun, penerapan kebijakan ini
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seharusnya tidak terlalu membebani pelaku usaha, mengingat mereka
hanya dikenakan biaya sebesar 0,3% yang sebenarnya tidak terlalu
berdampak besar terhadap keuntungan mereka dalam kegiatan jual beli.
Justru, penggunaan QRIS juga menguntungkan pelaku usaha karena
mempermudah dan mengefisienkan proses transaksi dibandingkan metode
lainnya. Untuk lebih mendukung keberlanjutan ini, langkah-langkah
perlindungan bagi pelaku usaha, seperti insentif atau pengurangan biaya
oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), bisa menjadi solusi agar sistem
pembayaran yang efisien, transparan, dan adil tercapai sesuai magasid al-
shariah, sekaligus menciptakan keadilan ekonomi yang menguntungkan

semua pihak.

B. Saran

Pelaku usaha diharapkan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia, khususnya terkait larangan pengenaan biaya tambahan kepada
konsumen dalam transaksi QRIS. Untuk mendukung hal tersebut, edukasi
menyeluruh dari penyelenggara jasa pembayaran (PJP) kepada merchant
menjadi sangat penting agar setiap pihak dapat memahami dan menerapkan
ketentuan dengan benar. Di samping itu, kewajiban untuk memberikan
informasi yang jelas mengenai biaya dan manfaat sistem QRIS perlu diperkuat
guna meningkatkan transparansi dan menghindari kebingungan di kalangan
konsumen. Pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap
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regulasi sehingga konsumen terlindungi dari praktik pengenaan biaya
tambahan yang tidak sah.

Selain itu, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap
model bisnis mereka dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi beban
operasional tanpa membebani konsumen. Langkah-langkah seperti bekerja
sama dengan penyedia layanan pembayaran yang menawarkan biaya lebih
kompetitif atau mengadopsi strategi pemasaran yang lebih efisien dapat
dijadikan solusi. Dengan kerja sama yang baik antara merchant, PJP, dan
lembaga regulasi, sistem pembayaran QRIS diharapkan dapat berfungsi secara
optimal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pembayaran digital,
serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengkaji lebih dalam
efektivitas edukasi yang diberikan PJP kepada merchant dan bagaimana hal ini
memengaruhi kepatuhan terhadap regulasi QRIS. Selain itu, studi tentang
dampak penerapan QRIS terhadap perilaku konsumen, perbandingan model
bisnis merchant, serta peran otoritas regulasi dalam memastikan keberlanjutan
sistem ini juga dapat menjadi fokus penelitian. Hasil dari studi-studi ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan

praktik dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.
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